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GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOM OR 25 TAHUN 2018 
TENTANG 

l sALINANI 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2012 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

a. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa 
Barat Nomor 54 Tahun 20 12; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing, 
sehingga untuk tertib administrasi perlu dilakukan 
pencabutan terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana 
dimaksud pada pertimbangan huruf a; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pencabutan 
Peraturan Gubcrnur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2012 
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; 

1. Un_dang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
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2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahui1 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
72); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2011 Nomor 40 Seri E); 

9 . Peraturan Gubcrnur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Adrninistrasi Pemerintahan di Lingkungan 
Pernerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E); 
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Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 54 TAHUN 
2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT 
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 

Pasal 1 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2012 
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 54 
Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Gubernur 
diundangkan. 

Pasal 2 

ini mulai berlaku pada tanggal 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 8 JUni 2018 

GUBERNURJAWA BARAT, 

ttd 

AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 8 JUni 201 e 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

ttd 

IWA KARNIWA 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 25 




